PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../PMK.01/2022

TENTANG
PEDOMAN LAYANAN INFORMA

Menimbang mengimplementasikan kewajiban

gan selaku badan publik untuk
informasi publik, telah ditetapkan
euangan Nomor 129/PMK.01/2019
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat
Informasi dan Dokumentasi Kementerian
ngan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan
mentasi Kementerian Keuangan;

hwa dengan adanya perubahan standar layanan
informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan
informasi publik di lingkungan Kementerian Keuangan,
perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan kembali
terhadap ketentuan mengenai pedoman layanan
informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan
Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Le

Indonesia Tahun 2008 Nom

n Negara Republik

Tambahan Lembaran

(Lembaran Negara Indonesia Tahun 2016

baran Negara Republik

ahun 2008 tentang

asi Publik (Lembaran Negara

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

blik Indonesia Nomor 4846);

Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Negara (Lembaran Negara Republik

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

ra Republik Indonesia Nomor 4916);

turan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

laksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6400);



Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGA

7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

NTANG PEDOMAN
JABAT PENGELOLA
LINGKUNGAN

LAYANAN INFORMASI PUBLI
INFORMASI DAN DOKUM
KEMENTERIAN KEUANGA

dimaksud dengan:

‘terangan, pernyataan, gagasan, dan
engandung nilai, makna, dan pesan,
upun penjelasannya yang dapat

didenga®® dan dibaca yang disajikan dalam

kemasan dan format sesuai dengan

gan Teknologi Informasi dan komunikasi

ra elektronik ataupun nonelektronik.

masi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,

, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh

Kementerian Keuangan selaku badan publik yang
berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan informasi publik, serta Informasi
lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

3. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan
adalah Informasi yang wajib disediakan dan/atau

diumumkan sebagaimana dimaksud dalam peraturan



perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi
Publik.

4. Informasi Publik yang Dikecualikan adalah Informasi
Publik yang tidak dapat diakses oleh pemohon Informasi
Publik  sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi
Publik.

5. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data

elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan,

Interchange (EDI), surat ik (electronic mail),

telegram, teleks, telecop huruf, tanda,

suatu teknik untuk

menyimpan, memproses,

nit yang melaksanakan kegiatan

riksaan, dan pengelolaan data yang

nasional yang dapat diakses melalui

anfaatan Teknologi Informasi dan komunikasi.

operabilitas Data adalah kemampuan data untuk
bagipakaikan antar sistem elektronik yang saling
berinteraksi.

10. Bantuan Kedinasan adalah kerja sama antara badan
dan/atau pejabat pemerintahan guna kelancaran
pelayanan administrasi pemerintahan di suatu instansi
pemerintahan yang membutuhkan.

11. Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi
Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID
Kementerian Keuangan adalah pejabat yang bertanggung

jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian,



12.

13.

14.

15.

penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut PPID
Pelaksana adalah Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Tingkat I, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Tingkat II, dan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Tingkat III.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I

yang selanjutnya disebut PPID at I adalah pejabat

yang bertanggung jawab d idang penyimpanan,

organisasi i ah dan
bertanggung jawab Menteri Keuangan, serta

membant gas PPID Kementerian

okumentasi Tingkat II
Tingkat II adalah pejabat
jawab dalam bidang penyimpanan,
nyediaan, komunikasi, dan/atau
1si Publik di wilayah kerja kantor
unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat
inggi madya, kantor pelayanan yang dipimpin
pejabat pimpinan tinggi pratama, dan unit
non eselon yang berada di bawah dan
crtanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan
Kementerian Keuangan, serta membantu pelaksanaan
tugas PPID Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III
yang selanjutnya disebut PPID Tingkat III adalah pejabat
yang bertanggung jawab dalam bidang penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, komunikasi, dan/atau
pelayanan Informasi Publik di wilayah kerja kantor

pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin



16.

17.

18.

21.

22.

oleh pejabat administrator serta membantu pelaksanaan
tugas PPID Kementerian Keuangan, PPID Tingkat I, dan
PPID Tingkat II.

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut Atasan
PPID Kementerian Keuangan adalah pejabat yang
menjadi atasan langsung PPID Kementerian Keuangan.
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana yang selanjutnya disebut Atasan PPID
Pelaksana adalah pejabat yang
PPID Tingkat I.

adi atasan langsung

Petugas Pelayanan Inf h pegawai yang
PPID

di

bertanggungjawab iapkan

Kementerian Ke an dan PPID
lingkungan
Kementerian Keuang am proses penyimpanan,

n, dan pelayanan Informasi

stematis mengenai seluruh Informasi

di bawah penguasaan Kementerian

yang Dike
i Konsekuensi adalah pengujian tentang
si yang timbul dalam hal suatu Informasi
kepada masyarakat dengan
pertimbangkan secara saksama bahwa menutup
formasi Publik dapat melindungi kepentingan yang
lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
Laporan Layanan Informasi Publik adalah laporan yang
disusun sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas
layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan
dan/atau PPID Pelaksana periode bulan Januari sampai
dengan bulan Desember setiap tahun.
Permintaan Informasi Publik adalah permohonan untuk
memperoleh Informasi Publik dari Kementerian Keuangan

selaku badan publik.



23.

24.

25.

29.

Pemohon Informasi Publik yang selanjutnya disebut
Pemohon adalah warga negara Indonesia dan/atau badan
hukum Indonesia yang mengajukan Permintaan
Informasi Publik.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami

hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara

penuh dan efektif dengan a negara lainnya

berdasarkan kesamaan hak.

keta yang terjadi

badan publik

dengan seorangan,
kelompok

ang berkaitan dengan hak

Informasi Publik

akan

bukaan Informasi Publik.
isi Informasi Pusat adalah lembaga mandiri yang
erfungsi menjalankan Undang-Undang tentang
keterbukaan Informasi Publik dan peraturan
pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar
layanan Informasi Publik, dan menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi
nonlitigasi yang menyangkut badan publik pusat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan negara.



(1)

BAB II
INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

Pasal 2

Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan

terdiri atas:

a.

C.

Informasi Publik yang Disediakan dan

Diumumkan secara b yang disampaikan
secara rutin, m jangka waktu
tertentu;

Informasi ii i an secara

Informa W bli jib tersedia setiap saat.

Informasi ‘ i imaksud pada ayat (1)

tuk Informasi Elektronik.
iaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
(2) dan ayat (3) wajib memenuhi kaidah

operabilitas Data.

Bagian Kedua

Pengumuman Informasi Publik

Pasal 3

Kementerian Keuangan selaku badan publik wajib

mengumumkan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan

dan Disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1).



(2) Pengumuman Informasi Publik yang Wajib Diumumkan
dan Disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan
benar;

b. mudah dipahami; dan

c. mempertimbangkan penggunaan bahasa yang
digunakan penduduk setempat.

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disebarluaskan diantaranya mel

a. papan pengumuman;

dimaksud pada ayat (4)

api dengan audio, visual, dan/atau

Bagian Ketiga

Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 4
Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat:
a. ketat dan terbatas; dan
b. rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan,
dan kepentingan umum didasarkan pada Pengujian
Konsekuensi.
(2) Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. seluruh Informasi dalam suatu dokumen Informasi

Publik; atau



(1)
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b. Informasi tertentu dalam suatu dokumen Informasi

Publik.

BAB III
PEMBAHASAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DAN
PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal
PPID Kementerian Keu

Tingkat I melakukan:

ngkat [; dan

si Publik melalui Pengujian

nya Permintaan Informasi Publik; atau

da saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Bagian Kedua

Batas Waktu Penyampaian Usul Informasi Publik

Pasal 6
Sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi Publik dan
pengklasifikasian Informasi Publik, PPID Pelaksana harus
menyampaikan wusul Informasi Publik yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan usul Informasi Publik

yang  Dikecualikan untuk dilakukan  Pengujian
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Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf b, dengan ketentuan batas waktu sebagai
berikut:

a. paling lambat pada minggu kedua bulan September,
untuk penyampaian usul Informasi Publik yang
Wajib Disediakan dan Diumumkan dan wusul
Informasi Publik yang Dikecualikan dari PPID
Tingkat III kepada PPID Tingkat II;

b. paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober,
untuk penyampaian usul rmasi Publik yang

Wajib Disediakan da

Informasi Publik

Tingkat II kepad

mumkan dan wusul

likan dari PPID

n Oktober,

Informasi lik yang
Diumumkan dan usul
Dikecualikan dari PPID
terian Keuangan.
Publik yang

aimana dimaksud pada ayat (1), PPID

ara jelas dan terang Informasi

yang akan dilakukan Pengujian

dasar pengecualian;

mencantumkan konsekuensi; dan

mencantumkan jangka waktu pengecualian.
Penyampaian wusul Informasi Publik yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan dan usul Informasi Publik
yang Dikecualikan kepada PPID Kementerian Keuangan
sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), harus
mendapatkan persetujuan tertulis dari Atasan PPID

Pelaksana.
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Bagian Ketiga
Penyusunan Daftar Informasi Publik dan Pelaksanaan

Pengujian Konsekuensi

Pasal 7
Hasil pembahasan terhadap usul Informasi Publik yang Wajib
Disediakan dan Diumumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a dimuat dalam berita acara

penyusunan Daftar Informasi Publik.

ma dan penuh ketelitian

lasan pengecualian sesuai

si sebagaimana dimaksud pada ayat
esuai dengan ketentuan peraturan

mengenai  standar layanan

al S ayat (1) huruf b dimuat dalam lembar Pengujian
ekuensi sesuai dengan contoh format tercantum
alam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Penetapan Daftar Informasi Publik dan

Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan

Pasal 9
(1) Berdasarkan berita acara penyusunan Daftar Informasi

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, PPID



(2)
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Kementerian Keuangan menetapkan Keputusan PPID
Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi Publik
setelah mendapatkan  persetujuan Atasan  PPID
Kementerian Keuangan.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

a. nomor;

b. ringkasan isi Informasi Publik;

c. pejabat atau unit kerja dan/atau satuan kerja yang

menguasai Informasi Publik;
d. penanggung jawab pe
Informasi Publik;

an atau penerbitan

e. waktu dan temp si Publik;
f.  bentuk Infor

Konsekuensi sebagaimana

at (4), PPID Kementerian

mendapatkan persetujuan Menteri.
Kementerian Keuangan mengenai
Publik yang  Dikecualikan
sud pada ayat (3) paling sedikit

PPID Kementerian Keuangan yang

menetapkan;

unit kerja dan/atau satuan kerja PPID Kementerian

Keuangan yang menetapkan;

c. uraian yang jelas dan terang mengenai Informasi
Publik yang Dikecualikan;

d. alasan pengecualian meliputi dasar hukum dan
konsekuensi;

e. jangka waktu pengecualian; dan

f.  tempat dan tanggal penetapan.

Kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) disubdelegasikan kepada Sekretaris Jenderal selaku

Atasan PPID Kementerian Keuangan.
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Bagian Kelima

Perubahan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Keuangan mengenai Klasifikasi

Informasi Publik yang Dikecualikan

Pasal 10

(1) Perubahan Keputusan PPID Kementerian Keuangan

mengenai klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan

dilakukan dalam hal terdapat:
a. Permintaan Informasi

PPID Pelaksana dengan

Pu ang diterima oleh

an sebagai berikut:

asifikasi Informas blik yang

bangan lebih lanjut dari

at dikategorikan sebagai

blik yang diminta berada dalam
PPID Pelaksana dan tidak

termasuk dalam Keputusan PPID Kementerian

euangan mengenai klasifikasi Informasi Publik

yang Dikecualikan; dan

berdasarkan pertimbangan lebih lanjut dari

PPID Pelaksana dapat dikategorikan sebagai

Informasi Publik yang Dikecualikan; dan/atau

c. Informasi Publik yang Dikecualikan yang dinyatakan

terbuka menjadi Informasi Publik karena:

1.

dinyatakan terbuka berdasarkan mekanisme
keberatan oleh Atasan PPID Kementerian
Keuangan;

dinyatakan terbuka berdasarkan putusan

sidang ajudikasi nonlitigasi, putusan
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pengadilan tata usaha negara, atau putusan
Mahkamah Agung;
3. dinyatakan terbuka karena telah berakhirnya
jangka waktu pengecualian; dan/atau
4. dinyatakan terbuka berdasarkan undang-
undang.
(2) Dalam hal Permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a diterima oleh PPID
Tingkat II atau PPID Tingkat III, mekanisme yang harus

dilakukan sebagai berikut:

a. dalam hal diterima ol D Tingkat III, PPID

Informasi Publik

h PPID Tingkat II, PPID

usul Informasi Publik yang

maksud pada huruf a dan huruf b,

yang Dikecualikan yang telah mendapatkan

persetujuan Atasan PPID Pelaksana sebagaimana

dimaksud pada huruf c kepada PPID Kementerian

Keuangan;

e. jangka waktu penyampaian usul Informasi Publik
yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d paling lama
10 (sepuluh) hari kerja sejak Permintaan Informasi
Publik  diterima oleh PPID di lingkungan
Kementerian Keuangan; dan

f.  terhadap usul Informasi Publik yang Dikecualikan

sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf
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¢, dan huruf d selanjutnya dilakukan Pengujian
Konsekuensi oleh PPID Kementerian Keuangan dan
PPID Tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8.

(3) Ketentuan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢ sampai dengan huruf f berlaku secara mutatis
mutandis terhadap Permintaan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b
yang diterima oleh PPID Tingkat I dan PPID Kementerian

Keuangan.

(4) Dalam menyampaikan us ormasi Publik yang
Dikecualikan kepada terian Keuangan

sebagaimana dimaks uruf d, PPID

a. i nformasi

jangka waktu pengecualian.
engujian Konsekuensi sebagaimana
(2) huruf f dan ayat (3), PPID

angan menetapkan perubahan

enangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
disubdelegasikan kepada Sekretaris Jenderal selaku

Atasan PPID Kementerian Keuangan.

Bagian Keenam

Pendokumentasian Informasi Publik

Pasal 11
(1) Seluruh Infomasi Publik yang termuat dalam Keputusan
PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi

Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)
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disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen
digital (softcopy) dan/atau dokumen nondigital (hardcopy)
serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
Pemenuhan kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyimpanan dan pendokumentasian Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai kearsij i lingkungan

Kementerian Keuangan.

secara tertulis melalui media
atl nonelektronik.

taan Informasi Publik sebagaimana dimaksud
) harus mencantumkan paling sedikit:

nama lengkap Pemohon;

nomor induk kependudukan atau nomor dokumen
salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang
berwenang;

alamat;

c.
d.

nomor telepon;

®

alamat surat elektronik (email);

=

surat kuasa khusus dalam hal Permintaan Informasi
Publik dikuasakan kepada pihak lain;

rincian Informasi Publik yang diminta,;

0

h. tujuan penggunaan Informasi Publik;
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()
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i. cara memperoleh Informasi Publik; dan

j- cara mendapatkan salinan Informasi Publik.
Permintaan Informasi Publik dengan menggunakan
media elektronik disampaikan melalui surat elektronik
atau Sistem Informasi PPID.

Permintaan Informasi Publik dengan menggunakan
media nonelektronik disampaikan melalui surat atau
dengan mengisi formulir Permintaan Informasi Publik di
ruang layanan Informasi Publik sesuai dengan contoh

format tercantum dalam La n huruf B yang

merupakan bagian tidak kan dari Peraturan
Menteri ini.

Terhadap Permintaa sebagaimana
dimaksud pada

atau PPID Pelaksa

1), PPID Kement Keuangan

a. memastikan Pe memenuhi persyaratan

si Publik dengan

rga negara Indonesia,
artu tanda penduduk atau surat

kependudukan dari unit pelaksana

bukti pengesahan badan hukum yang dapat

terbaca dengan jelas, yang diterbitkan oleh

kementerian/lembaga yang berwenang, dalam

hal Pemohon merupakan badan hukum

Indonesia;

3. selain syarat sebagaimana dimaksud pada

angka 1, juga dilengkapi dengan:

a) surat kuasa khusus bermeterai cukup; dan

b) bukti identitas diri berupa kartu tanda
penduduk atau surat keterangan

kependudukan dari unit pelaksana teknis



-19 -

dinas instansi pelaksana setempat pemberi

kuasa, yang dapat terbaca dengan jelas,
dalam hal Pemohon merupakan orang
perseorangan yang mewakili orang
perseorangan lainnya atau kelompok orang;
selain syarat sebagaimana dimaksud pada
angka 2, juga dilengkapi dengan:
a) surat kuasa khusus bermeterai cukup;

b) bukti identitas diri pemberi kuasa, berupa

kartu tanda atau surat

keterangan dari unit

ia penerima kuasa, berupa
penduduk atau surat
dari  unit
nas instansi pelaksana
pat, yang dapat terbaca dengan jelas,
Pemohon merupakan badan hukum
ang mewakili orang perseorangan
pok orang;
selain syarat sebagaimana dimaksud pada
gka 1, juga dilengkapi dengan:
a) surat kuasa khusus bermeterai cukup;
b) bukti identitas diri pemberi kuasa, berupa
bukti pengesahan badan hukum yang
dapat terbaca dengan jelas, yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga
yang berwenang; dan
c) bukti identitas diri perwakilan dari badan
hukum Indonesia yang menandatangani
surat kuasa khusus sebagaimana
dimaksud pada huruf a), berupa kartu
tanda penduduk atau surat keterangan

kependudukan dari unit pelaksana teknis
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dinas instansi pelaksana setempat, yang
dapat terbaca dengan jelas,
dalam hal Pemohon merupakan orang
perseorangan yang mewakili badan hukum
Indonesia;
6. selain syarat sebagaimana dimaksud pada
angka 2, juga dilengkapi dengan:
a) surat kuasa khusus bermeterai cukup dari
badan hukum Indonesia pemberi kuasa

kepada badan hu Indonesia penerima

kuasa;

bukti identit iri eri kuasa, berupa

pemberi kuasa yang
kuasa khusus
imaksud pada huruf a),
kartu tanda penduduk atau surat
an kependudukan dari unit
sana teknis dinas instansi pelaksana
setempat, yang dapat terbaca dengan jelas;
dan
bukti identitas diri perwakilan dari badan
hukum Indonesia penerima kuasa, berupa
kartu tanda penduduk atau surat
keterangan kependudukan dari wunit
pelaksana teknis dinas instansi pelaksana
setempat, yang dapat terbaca dengan jelas,
dalam hal Pemohon merupakan badan hukum
Indonesia yang mewakili badan hukum
Indonesia lainnya;
b. memastikan Pemohon dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi melengkapi formulir Permintaan Informasi

Publik;
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c. memastikan pengisian formulir Permintaan
Informasi Publik dibantu oleh Petugas Pelayanan
Informasi, dalam hal Pemohon merupakan
Penyandang Disabilitas;

d. memastikan Pemohon mencantumkan
alasan/tujuan Permintaan Informasi Publik pada
formulir Permintaan Informasi Publik;

e. mengoordinasikan pencatatan Permintaan Informasi

Publik dalam register Permintaan Informasi Publik

sesuai dengan contoh fo tercantum dalam

Lampiran huruf C ya upakan bagian tidak

sesuai dengan format

huruf D yang

ulir Permintaan Informasi Publik

diberikan nomor pendaftaran

Informasi Publik; dan

menyimpan salinan formulir Permintaan Informasi
Publik sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai
tanda bukti penerimaan Permintaan Informasi
Publik.

Penyampaian formulir Permintaan Informasi Publik yang
telah  diberikan nomor pendaftaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf h dapat dilakukan
bersamaan dengan penyampaian pemberitahuan tertulis.
Formulir Permintaan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) paling

sedikit memuat:
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nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
nama lengkap Pemohon;

nomor induk kependudukan atau nomor dokumen
salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia
yang diterbitkan oleh kementerian yang berwenang;
alamat;

nomor telepon;

alamat surat elektronik (email);

pekerjaan;

rincian Informasi Publik ya

rincian Informasi Publik yang diminta;

tujuan penggunaan Informasi Publik;
cara memperoleh Informasi Publik; dan

cara mendapatkan salinan Informasi Publik.

(9) Register Permintaan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) huruf e paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
waktu Permintaan Informasi Publik diterima;

tanggal Permintaan Informasi Publik;

keterangan Permintaan Informasi Publik diterima

langsung atau penerusan,;
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e. tanggal jatuh tempo penyampaian pemberitahuan
tertulis;
nama lengkap Pemohon;

alamat;

5 @ o

nomor telepon;

=

alamat surat elektronik (email) Pemohon;

j- nomor induk kependudukan atau nomor dokumen
salinan bukti pengesahan badan hukum Indonesia
yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga yang

berwenang;

k. pekerjaan;

—_

rincian Informasi Pub

jalur Permintaan

5 3

e

n Informasi Publik;

T

stat i untuk mencatat apakah
berada di bawah

euangan atau telah

satuan kerja  yang
an Informasi Publik yang diminta;
si Publik yang dikuasai atau bentuk
rmasi Publik;
san untuk menerima, menolak, atau
menyarankan Permintaan Informasi Publik ke badan
publik lain dalam hal Informasi yang diminta berada
di bawah kewenangan badan publik lain;
alasan penolakan dalam hal Permintaan Informasi
Publik ditolak atau tidak diberikan;
v. nomor surat pemberitahuan perpanjangan waktu
penyampaian pemberitahuan tertulis;
w. tanggal surat pemberitahuan perpanjangan waktu
penyampaian pemberitahuan tertulis;
X. hari dan tanggal pemberitahuan tertulis serta

pemberian Informasi Publik; dan
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y. lama waktu penyampaian pemberitahuan tertulis

dan pemberian Informasi Publik.

Bagian Kedua

Permintaan Informasi Publik Tidak Lengkap

Pasal 13
(1) Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

lengkap, i atau PPID

Pelaksana klengkapan

oh format tercantum dalam

merupakan bagian tidak

an * perbaikan Permintaan

am jangka waktu paling lama 3 (tiga)

urat ketidaklengkapan Permintaan

ma Pemohon.

on tidak menyerahkan perbaikan

taan Informasi Publik yang diajukan sebagaimana

pada ayat (3), PPID Kementerian Keuangan

PPID Pelaksana:

memberikan catatan pada register Permintaan

Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti

Permintaan Informasi Publik yang diajukan; dan

b. menyampaikan surat kepada Pemohon mengenai
pemberitahuan bahwa Permintaan Informasi Publik
tidak ditindaklanjuti, sesuai dengan contoh format
tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Bagian Ketiga

Pemberitahuan Tertulis

Paragraf 1

Penyampaian Pemberitahuan Tertulis

Pasal 14
PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10

(sepuluh) hari kerja sejak manya Permintaan

Informasi Publik, sesuai den toh format tercantum

yang dipilih oleh Pemohon

dalam for i ormasi Publik.

diminta berada atau tidak

ah penguasaan PPID Kementerian

PID Pelaksana;

badan publik yang menguasai

ormasi Publik yang diminta dalam hal Informasi

yang diminta tidak berada di bawah

penguasaan PPID Kementerian Keuangan atau PPID

Pelaksana;

penerimaan atau penolakan Permintaan Informasi

Publik  dilakukan  berdasarkan alasan yang

tercantum dalam peraturan perundang-undangan

mengenai keterbukaan Informasi Publik;

d. bentuk Informasi Publik yang tersedia;

e. biaya dan cara pembayaran untuk mendapatkan
salinan Informasi Publik yang diminta;

f.  waktu yang dibutuhkan untuk menyediakan

Informasi Publik yang diminta;



(4)

- 26 -

g. materi Informasi Publik yang diberikan dalam hal
Permintaan Informasi Publik diterima seluruhnya
atau sebagian;

h. penjelasan atas penghitaman atau pengaburan
materi Informasi Publik dalam hal suatu dokumen
mengandung materi Informasi Publik yang
Dikecualikan; dan/atau

i.  penjelasan dalam hal Informasi Publik tidak dapat

diberikan karena belum dikuasai atau belum

didokumentasikan.
Penyampaian pemberitahu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) da i jang paling lama 7

alasan secara

memutuskan Informasi Publik yang

uk dalam kategori Informasi Publik

Paragraf 2

plakan Permintaan Informasi Publik

Pasal 15

alam hal Permintaan Informasi Publik ditolak, PPID
Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis dengan
mencantumkan alasan penolakan.

Dalam hal Permintaan Informasi Publik ditolak
berdasarkan alasan pengecualian, PPID Kementerian
Keuangan atau PPID Pelaksana wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis dan Keputusan PPID Kementerian

Keuangan mengenai  klasifikasi Informasi yang
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Dikecualikan Kementerian Keuangan dan/atau lembar

Pengujian Konsekuensi.

Bagian Keempat

Keberatan

Paragraf 1

Pengajuan Keberatan

Pasal 16

(1) Setiap Pemohon dapat mengaj keberatan dalam hal:

a. penolakan atas Publik
berdasarkan sebagaimana
diatur dala -undangan

masi berkala;

intaan Informasi Publik;

lik ditanggapi tidak

1h) hari kerja setelah ditemukan alasan pengajuan
cratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
engisi formulir keberatan sesuai dengan contoh format
tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(3) Formulir keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

paling sedikit memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;

c. alasan dan tujuan penggunaan Informasi Publik;

d. identitas lengkap Pemohon yang mengajukan

keberatan;
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e. identitas kuasa Pemohon yang mengajukan
keberatan, dalam hal pengajuan keberatan
dikuasakan;

f. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1);

g. kasus posisi Permintaan Informasi Publik;

h. waktu pemberian tanggapan atas keberatan yang
diisi oleh Petugas Pelayanan Informasi;

i. nama dan tanda tangan Pemohon yang mengajukan

keberatan; dan

j- nama dan tanda Petugas Pelayanan

Informasi yang meneri n keberatan.

Pengajuan keberatan di
a. Atasan PPID Keme Keuangan, dalam hal

ditujukan kepada PPID

Tan keberatan yang ditujukan kepada
PPID Pelaksana diterima oleh PPID Tingkat II,
sberatan beserta kelengkapannya disampaikan
da PPID Tingkat I untuk selanjutnya disampaikan
da Atasan PPID Pelaksana.

alam hal pengajuan keberatan yang ditujukan kepada
Atasan PPID Pelaksana diterima oleh PPID Tingkat III,
formulir keberatan beserta kelengkapannya disampaikan
kepada PPID Tingkat I untuk selanjutnya disampaikan
kepada Atasan PPID Pelaksana, dengan tembusan

kepada PPID Tingkat II.
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Paragraf 2

Registrasi Keberatan

Pasal 19
Pemohon atau kuasanya yang mengajukan keberatan
mengisi formulir keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2).
Dalam hal Pemohon merupakan Penyandang Disabilitas,
pengisian formulir keberatan dapat dibantu oleh Petugas

Pelayanan Informasi.

PPID Kementerian Keuan au PPID Pelaksana

pada ayat i dengan format tercantum

merupakan bagian tidak

D Kementerian Keuangan atau PPID

ormasikan kepada Pemohon atau

euangan atau PPID Pelaksana wajib
at pengajuan keberatan dalam register keberatan
gan contoh format tercantum dalam Lampiran
f J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
turan Menteri ini.

gister keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
paling sedikit memuat:

a. nomor pendaftaran pengajuan keberatan;

b. jalur pengajuan keberatan;

Cc. unit penguasa Informasi;

d. tanggal pengajuan keberatan diterima,;

e. jatuh tempo pemberian tanggapan keberatan;

f. nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik;
g. tanggal Permintaan Informasi Publik;

h. tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis;
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i.  identitas lengkap Pemohon atau kuasanya yang
mengajukan keberatan;

j- Informasi Publik yang diminta;

k. tujuan penggunaan Informasi Publik;

1. alasan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1);
keputusan atasan PPID;

n. hari dan tanggal pemberian tanggapan atas

keberatan;

o. lama waktu penyampaia

atasan PPID;

ggapan keberatan

nonlitigasi,
dalam hal ter ik; dan
usaha negara atas gugatan

lik, dalam hal terdapat

Pasal 20

PPID Kementerian Keuangan atau Atasan PPID

wajib memberikan tanggapan atas keberatan

disampaikan oleh Pemohon atau kuasanya paling

30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatatnya

ngajuan keberatan dalam register keberatan.

Tanggapan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), paling sedikit memuat:

a. tanggal pembuatan surat tanggapan atas keberatan;

b. nomor surat tanggapan atas keberatan; dan

c. uraian mengenai bantahan atas alasan pengajuan
keberatan.

(3) Dalam hal Atasan PPID Kementerian Keuangan atau
Atasan PPID Pelaksana menolak memberikan Informasi

Publik berdasarkan alasan pengecualian, Atasan PPID
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Kementerian Keuangan atau Atasan PPID Pelaksana
wajib menyertakan Keputusan PPID Kementerian
Keuangan mengenai  klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Kementerian Keuangan dan/atau lembar
Pengujian Konsekuensi.

(4) PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana wajib
menyimpan salinan formulir keberatan sebagai tanda

bukti penerimaan pengajuan keberatan.

Bagian Kelim

Waktu Lay,

(1) pengajuan
an pukul
(2) Dalam hs R asi Publik atau pengajuan

keberatan

Bagian Keenam

Biaya Layanan

Pasal 22

Informasi Publik di lingkungan Kementerian
gan tidak dikenakan biaya, kecuali untuk informasi
yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara

bukan pajak.

Bagian Ketujuh

Sistem Informasi PPID
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Pasal 23
Dalam  melaksanakan  pelayanan, pengelolaan, dan
pendokumentasian Informasi Publik, PPID Kementerian
Keuangan dan PPID Pelaksana menggunakan Sistem

Informasi PPID.

BAB V
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

a.
b.

Bagian Kedua

an Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 25

enteri menunjuk Atasan PPID Kementerian Keuangan,

Atasan PPID Pelaksana, PPID Kementerian Keuangan,

dan PPID Pelaksana.

(2) Penunjukan Atasan PPID Kementerian Keuangan, Atasan
PPID Pelaksana, PPID Kementerian Keuangan, dan PPID
Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang Pengelola Informasi dan Dokumentasi
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Paragraf 1
Tugas dan Wewenang
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan

Pasal 26
PPID Kementerian Keuangan bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan _kebijakan layanan

Informasi Publik;
b. menyediakan dan mengama formasi Publik;
c. memberikan pelayanan I blik yang cepat,

tepat, dan sederhana;

Informasi Publik;

onsekuensi sebagaimana

1kasi Informasi Publik yang Dikecualikan

ana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

Informasi Publik yang Dikecualikan sebagai

masi Publik yang dapat diakses dalam hal:

telah  dinyatakan terbuka bagi masyarakat

berdasarkan mekanisme keberatan;

2. telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat
berdasarkan putusan sidang ajudikasi nonlitigasi,
putusan pengadilan tata wusaha negara, atau
putusan Mahkamah Agung;

3. telah habis jangka waktu pengecualiannya;
dan/atau

4. ditentukan oleh undang-undang;

i.  mengoordinasikan:
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1. pengumpulan seluruh Informasi Publik yang
meliputi:
a) Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan
Diumumkan secara berkala;
b) Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat;
dan
c) Informasi Publik lainnya yang diminta
Pemohon;
2. proses penyimpanan, pendokumentasian,

masi Publik;

penyediaan, dan pelayanan
3. pengumuman Informasi melalui media yang

enjangkau seluruh

4. pemberian masi  Publik lingkungan

Kementerian

engecualian secara tertulis, dalam
ormasi Publik ditolak;
penghitaman atau pengaburan materi

Publik yang Dikecualikan dan memberikan

dan menugaskan Petugas Pelayanan

formasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID

Kementerian Keuangan;

m. melakukan pengembangan kompetensi Petugas
Pelayanan Informasi untuk meningkatkan kualitas
layanan Informasi Publik;

n. menggunakan Sistem Informasi PPID dalam pengelolaan
layanan Informasi Publik;

o. menyediakan Informasi Publik yang mutakhir pada situs

web Kementerian Keuangan,;
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memelihara dan/atau memutakhirkan Informasi Publik
pada situs web Kementerian Keuangan paling sedikit 1
(satu) kali dalam 1 (satu) bulan;

melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitasi PPID
Pelaksana;

menyediakan ruangan dan/atau meja layanan Informasi
Publik;

melakukan verifikasi dan menentukan dokumen
dan/atau Informasi Publik yang dapat diakses publik dan
layak untuk dipublikasikan;

1Y

melakukan pembinaan, san, evaluasi, dan
teknis Informasi

ana dan/atau

laporan

kepada Atasan PPID

membuat, mengu

layanan Informasi

menyampaikan salinannya

dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan

Konsekuensi bersama dengan PPID Tingkat I;
olak Permintaan Informasi Publik secara tertulis
m hal Informasi Publik yang diminta termasuk
Publik yang Dikecualikan yang telah
mendapatkan persetujuan dari Atasan PPID Kementerian
Keuangan;

menghadiri rapat pembahasan terkait keterbukaan
Informasi Publik di tingkat kementerian/lembaga;
meminta Informasi Publik kepada PPID Pelaksana pemilik
Informasi Publik dalam hal Informasi Publik yang diminta
oleh Pemohon dikuasai oleh PPID Pelaksana;
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e. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dan/atau
unit terkait dalam melaksanakan pelayanan, pengelolaan,
dan pendokumentasian Informasi Publik;

f.melakukan pendampingan dan koordinasi dengan PPID
Pelaksana, unit terkait, dan/atau unit yang memiliki
tugas dan fungsi memberikan advokasi hukum, pendapat
hukum, dan pertimbangan hukum yang berkaitan
dengan tugas Kementerian Keuangan terkait dengan

penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

g. mengusulkan kepada PID Kementerian

[/unit yang bat pimpinan tinggi madya

yang berada di bawah dan

keterbukaan Informasi Publik di
ian Keuangan;

yanan Informasi Publik; dan

dan metode pembinaan,
jasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan
eknis Informasi Publik yang dilakukan oleh

D Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Pasal 28

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dalam rangka
mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, PPID
Kementerian Keuangan dan/atau PPID Pelaksana dapat
berkoordinasi dengan Walidata di lingkungan Kementerian
Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
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Paragraf 2
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Tingkat I

Pasal 29
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf
b, huruf c, huruf e, huruf i angka 1), angka 3), angka 4),
angka 5), dan angka 6), huruf k, huruf m, huruf n, dan
huruf s berlaku secara mutatis muytandis sebagai tugas

PPID Tingkat I.

Selain memiliki tugas sebagai

(1), PPID Tingkat I juga me

dimaksud pada ayat

a. mengoordinasika proses penyimpanan,
penyediaan, pelayanan
Informasi Pu
Tingkat I;
b. Informasi Publik yang

enterian Keuangan,;
Publik yang mutakhir pada
eselon [/unit yang dipimpin oleh
an tinggi madya dan unit organisasi
berada di bawah dan bertanggung
enteri;
elihara dan/atau memutakhirkan Informasi
pada situs web unit eselon [/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan
unit organisasi non eselon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri, paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
e. mengajukan kepada PPID Kementerian Keuangan:

1. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan yang telah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Atasan PPID Pelaksana
sebagai bahan pembahasan Daftar Informasi
Publik; dan

2. usul Informasi Publik yang Dikecualikan yang

telah mendapatkan persetujuan tertulis dari
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Atasan PPID Pelaksana untuk dilakukan
Pengujian Konsekuensi;

f.  melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis
Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Tingkat
II, PPID Tingkat III, dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi di wilayah kerja PPID Tingkat I;

g. membuat laporan layanan Informasi Publik dan
menyampaikan kepada Atasan, PPID Pelaksana dan

PPID Kementerian Keuanga

h. memenuhi Permintaan asi Publik dari PPID

aasi @ Publik secara tertulis
yang diminta termasuk
yang Dikecualikan yang telah

juan dari Atasan PPID Kementerian

diminta tidak termasuk dalam Keputusan PPID
enterian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi
blik yang Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan
lebih lanjut dari PPID Tingkat I dapat dikategorikan
sebagai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Permintaan
Informasi Publik diterima oleh PPID Kementerian
Keuangan atau PPID Pelaksana,;
c. meminta persetujuan tertulis dari Atasan PPID Pelaksana
sebelum mengusulkan Informasi Publik  yang
Dikecualikan kepada PPID Kementerian Keuangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
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d. meminta Informasi Publik kepada PPID Tingkat II
dan/atau PPID Tingkat III di lingkungan wilayah kerja
PPID Tingkat I, dalam hal Informasi Publik yang diminta
oleh Pemohon tidak dikuasai oleh PPID Tingkat I, tetapi
dikuasai oleh PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III
di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat [; dan

e. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dengan:

1. PPID Kementerian Keuangan; dan/atau

2. PPID Tingkat II dan/ata ID Tingkat III di

lingkungan wilayah kerj

Tugas dan Wewen asi dan

(1) Ketentuan s d dalam Pasal 26 huruf
angka 3), angka 4), dan
ruf m, huruf n, dan huruf s, berlaku

ndis sebagai tugas PPID Tingkat II.

elaj sebagaimana dimaksud pada ayat

PID Tingka uga memiliki tugas:

sngoordinasikan proses penyimpanan,

kumentasian, penyediaan, dan pelayanan

Informasi Publik di lingkungan wilayah kerja PPID

Tingkat II;

mengajukan kepada PPID Tingkat I:

1. usul Informasi Publik yang Wajib Disediakan
dan Diumumkan sebagai bahan pembahasan
Daftar Informasi Publik; dan

2. usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk
dilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID
Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;

c. membuat dan menyampaikan laporan layanan
Informasi Publik kepada PPID Tingkat I secara

berjenjang;
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d. menyampaikan formulir keberatan beserta
kelengkapannya kepada PPID Tingkat I, dalam hal
PPID Tingkat II menerima pengajuan keberatan yang
ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana;

e. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:

1. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan
kepada PPID Tingkat I; dan
2. PPID Tingkat I; dan

f. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan

Informasi untuk membantu

Tingkat II.

sanaan tugas PPID

Publik sec tertulis
yang diminta termasuk
ikecualikan yang telah

asan PPID Kementerian

yang Dikecualikan kepada
hal Informasi Publik yang diminta

Keputusan PPID Kementerian

Tingkat II dapat dikategorikan sebagai

masi Publik yang Dikecualikan, dalam waktu paling

S5 (lima) hari kerja sejak Permintaan Informasi

blik diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atau

PPID Pelaksana;

c. meminta Informasi Publik kepada PPID Tingkat III di
lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat II dalam hal
Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon tidak
dikuasai oleh PPID Tingkat II, tetapi dikuasai oleh PPID
Tingkat III di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat II;
dan

d. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa

Informasi Publik dengan:



- 41 -

1. PPID Tingkat I; dan/atau
2. PPID Tingkat III di lingkungan wilayah kerjanya.

Paragraf 4
Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Tingkat III

Pasal 33
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf

b, huruf c, huruf i angka 1), 3), angka 4), dan

angka 5), huruf k, huruf m, , dan huruf s, berlaku

yediaan, dan pelayanan

ungan wilayah kerja PPID

Tingkat II secara

asi Publik yang Wajib Disediakan

kan sebagai bahan pembahasan

rmasi Publik; dan

usul Informasi Publik yang Dikecualikan untuk

ilakukan Pengujian Konsekuensi oleh PPID

Kementerian Keuangan dan PPID Tingkat I;

membuat dan menyampaikan laporan layanan

Informasi Publik kepada PPID Tingkat II secara

berjenjang;

d. dalam hal tidak terdapat PPID Tingkat II di atas PPID
Tingkat III, usul Informasi Publik dan laporan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c
disampaikan kepada PPID Tingkat I;

e. memenuhi Permintaan Informasi Publik dari:

1. PPID Kementerian Keuangan, dengan tembusan
kepada PPID Tingkat I dan/atau PPID Tingkat II

secara berjenjang;
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2. PPID Tingkat I, dengan tembusan kepada PPID
Tingkat II secara berjenjang; dan
3. PPID Tingkat II;

f.  menyampaikan formulir keberatan beserta
kelengkapannya kepada PPID Tingkat I dengan
ditembuskan kepada PPID Tingkat II, dalam hal
PPID Tingkat III menerima pengajuan keberatan
yang ditujukan kepada Atasan PPID Pelaksana; dan

g. menetapkan dan menugaskan Petugas Pelayanan

Informasi untuk membantu sanaan tugas PPID

Tingkat III.

Publik sec tertulis
yang diminta termasuk
ikecualikan yang telah

asan PPID Kementerian

yang Dikecualikan kepada
an tembusan kepada PPID Tingkat II
alam hal Informasi Publik yang
ermasuk dalam Keputusan PPID
erian Keuangan mengenai klasifikasi Informasi
g Dikecualikan dan berdasarkan pertimbangan
0 lanjut dari PPID Tingkat III dapat dikategorikan

agai Informasi Publik yang Dikecualikan, dalam

paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permintaan Informasi
Publik diterima oleh PPID Kementerian Keuangan atau
PPID Pelaksana; dan

c. melakukan koordinasi terkait penyelesaian Sengketa
Informasi Publik dengan:

1. PPID Tingkat I secara berjenjang; dan/atau

2. PPID Tingkat II.
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Paragraf 5

Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Keuangan

Pasal 35

Atasan PPID Kementerian Keuangan bertugas:

a.

(1)

memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian
Informasi Publik yang diusulkan oleh PPID Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5);

memberikan tanggapan atas tan yang diajukan

oleh Pemohon paling lama 30 uluh) hari kerja sejak

dicatatnya  pengajuan dalam  register

keberatan,;

mewakili Kement Keuangan dala enyelesaian

Sengketa Informas

menyampaikan lapora an Informasi Publik kepada

Menteri.

gas sebagaimana dimaksud dalam
enterian Keuangan berwenang:

pada pejabat dan/atau pegawai di

paga peradilan berkoordinasi dengan unit di

gkungan Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan

fungsi memberikan advokasi hukum.

Pasal 37
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36, Atasan PPID
Kementerian Keuangan dapat berkoordinasi dengan
pembina data melalui Walidata pusat di lingkungan

Kementerian Keuangan.
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(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Paragraf 6
Tugas dan Wewenang Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Pelaksana

Pasal 38

Atasan PPID Pelaksana bertugas:
a. memberikan persetujuan ter usul Informasi Publik

Informasi Publik yan ecualikan, diajukan oleh

b. memberikan tang beratan ya diajukan

(tiga puluh) hari kerja sejak
dicatatnya eratan dalam  register
ang dipimpin oleh pejabat
Adya dan unit organisasi non eselon
ah dan bertanggung jawab kepada

aian Sengketa Informasi Publik.

Pasal 39

akan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Atasan PPID Pelaksana berwenang:

berikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di
gkungan Kementerian Keuangan dalam penyelesaian
Sengketa Informasi Publik; dan

b. mengajukan gugatan atas putusan Komisi Informasi ke

lembaga peradilan.

Pasal 40
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 huruf b, Atasan PPID Pelaksana dapat
memberikan kuasa kepada pejabat dan/atau pegawai di

lingkungan unit yang memiliki tugas dan fungsi memberikan
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advokasi hukum pada masing-masing unit eselon I/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan unit
organisasi non eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri dan/atau unit yang memiliki tugas dan
fungsi memberikan advokasi hukum di lingkungan Sekretariat

Jenderal.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang:

BAB VI

AYANAN INFORMASI PUBLIK OLEH
ENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
I LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Pelayanan Permintaan Informasi Publik
oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Kementerian Keuangan

Pasal 42
(1) Pelayanan Permintaan Informasi Publik oleh PPID
Kementerian Keuangan dilakukan terhadap Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:
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a. Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan.

Dalam hal Informasi Publik yang diminta sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) belum dikuasai atau belum

didokumentasikan oleh PPID Kementerian Keuangan,

PPID Kementerian Keuangan menyampaikan penjelasan

tetapi dikuasai
Pelaksana, PPID
ik kepada PPID Pelaksana.

PPID Pela tkan Permintaan Informasi

enyampaikan Informasi
D Kementerian Keuangan sesuai
asal 29 ayat (2) huruf h, Pasal 31
sal 33 ayat (2) huruf e.

Bagian Kedua
anan Permintaan Informasi Publik

abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat I

Pasal 43

Pelayanan Permintaan Informasi Publik oleh PPID
Tingkat [ dilakukan terhadap Permintaan Informasi
Publik yang ditujukan kepada:

a. unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi madya dan wunit organisasi non
eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri, dengan menggunakan dasar
peraturan perundang-undangan mengenai

keterbukaan Informasi Publik;
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pejabat eselon l.a/pejabat pimpinan tinggi madya
dan pimpinan unit organisasi non eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri, dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik;

PPID Tingkat I; dan

pejabat eselon Il.a/pejabat pimpinan tinggi pratama,

pejabat eselon Ill.a/pejabat , administrator, dan

pejabat eselon IV.a/pejabat awas di lingkungan

kantor pusat pada unit [/unit yang dipimpin

rbukaan Informasi Publik.

ang diminta sebagaimana

dimaksud dikuasai atau belum

at (1) belum dikuasai atau belum

mentasikan oleh PPID Tingkat I, tetapi dikuasai

cpada PPID Tingkat II dan/atau PPID Tingkat III.

Dalam hal PPID Tingkat I menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a.

b.

dan

Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

PPID Kementerian Keuangan,

Informasi Publik yang diminta, dikuasai atau

didokumentasikan oleh PPID Tingkat I, PPID Tingkat II,
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dan/atau PPID Tingkat III di wilayah kerja PPID Tingkat I,
PPID Tingkat I meneruskan Permintaan Informasi Publik
kepada PPID Kementerian Keuangan dilengkapi dengan
Informasi Publik yang diminta.
(5) Dalam hal PPID Tingkat I menerima Permintaan
Informasi Publik yang ditujukan kepada:
a. Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan

perundang-undangan mengenai keterbukaan

Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keua

mintaan Informasi Publik

formasi dan Dokumentasi Tingkat II

Pasal 44
an Permintaan Informasi Publik oleh PPID
dilakukan terhadap Permintaan Informasi
ik yang ditujukan kepada:
instansi vertikal setingkat eselon II/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, atau
unit organisasi non eselon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui
pejabat eselon l.a/pejabat pimpinan tinggi madya,
dengan menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
b. pimpinan instansi vertikal setingkat eselon II/unit
yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama,
atau pimpinan unit organisasi non eselon yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
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Menteri melalui pejabat eselon I.a/pejabat pimpinan
tinggi madya, dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik;

c. PPID Tingkat II; dan

d. pejabat eselon Ill.a/pejabat administrator dan
pejabat eselon IV.a/pejabat pengawas di lingkungan
instansi vertikal setingkat eselon II/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama, atau

unit organisasi non eselo g berada di bawah

dan bertanggung jaw ada Menteri melalui

um dikuasai atau belum

Tingkat II, PPID Tingkat II

si Publik yang diminta sebagaimana
at (1) belum dikuasai atau belum
h PPID Tingkat II, tetapi dikuasai
asikan oleh PPID Tingkat III di wilayah
2PID Tingkat II, PPID Tingkat II berwenang untuk
aformasi Publik kepada PPID Tingkat III.

ym hal PPID Tingkat II menerima Permintaan
masi Publik yang ditujukan kepada:

Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan,

dan Informasi Publik yang diminta, dikuasai atau
didokumentasikan oleh PPID Tingkat II dan/atau PPID
Tingkat III di lingkungan wilayah kerja PPID Tingkat II,
PPID Tingkat II meneruskan Permintaan Informasi Publik

kepada PPID Kementerian Keuangan dilengkapi dengan
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Informasi Publik yang diminta dan ditembuskan kepada

PPID Tingkat I.

Dalam hal PPID Tingkat II menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan,

dan Informasi Publik yang dimi elum dikuasai atau

belum didokumentasikan ol Tingkat II dan/atau
Tingkat II, PPID

Tingkat II menerus i Publik

penjelasan dan dit da PPID TingKat I.
Dalam hal PPID
Informasi

a. i dipimpin oleh pejabat

perundang-undangan mengenai

formasi Publik;

pejabat eselon Il.a/pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat eselon Ill.a/pejabat administrator, dan
pejabat eselon IV.a/pejabat pengawas di lingkungan
kantor pusat pada unit eselon I/unit yang dipimpin
oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dengan
menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik,

dalam unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi madya yang sama dan Informasi Publik
yang diminta dikuasai atau didokumentasikan oleh PPID

Tingkat II, PPID Tingkat II meneruskan Permintaan
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Informasi Publik kepada PPID Tingkat [ dilengkapi

dengan Informasi Publik yang diminta.

(7) Dalam hal PPID Tingkat II menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. pejabat eselon Il.a/pejabat pimpinan tinggi madya
dengan menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;

b. pejabat eselon Il.a/pejabat pimpinan tinggi pratama,

pejabat eselon Ill.a/pejabat , administrator, dan

pejabat eselon IV.a/pejabat awas di lingkungan

kantor pusat pada unit [/unit yang dipimpin
oleh pejabat b madya, dengan
menggunakan perundang-
asi Publik;
dan/atau

PPID Tingkat I,

atau belum
ingkat II, PPID Tingkat II
taan Informasi Publik kepada PPID

ngan penjelasan.

Bagian Keempat
anan Permintaan Informasi Publik

abat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat III

Pasal 45

PPID Tingkat III melayani Permintaan Informasi Publik

yang ditujukan kepada:

a. instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat
eselon III/unit yang dipimpin oleh pejabat
administrator dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik;

b. pimpinan instansi vertikal dan unit pelaksana teknis

setingkat eselon IlI/unit yang dipimpin oleh pejabat
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administrator dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik;

c. PPID Tingkat III; dan

d. pejabat eselon IV.a/pejabat pengawas di lingkungan
instansi vertikal dan unit pelaksana teknis setingkat
eselon III/unit yang dipimpin oleh pejabat
administrator, dengan menggunakan dasar

mengenai

peraturan perundang-undangan

(2) Dalam hal Informasi Publik diminta sebagaimana

fangan mengenai keterbukaan

; dan/atau

1 Keuangan,

0blik yang diminta dikuasai atau

mentasikan oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III

Permintaan Informasi Publik kepada PPID

enterian Keuangan dilengkapi dengan Informasi

ik yang diminta, serta ditembuskan kepada PPID
ngkat I dan PPID Tingkat Il secara berjenjang.

Dalam hal PPID Tingkat III menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. Kementerian Keuangan, Menteri, dan/atau wakil
Menteri dengan menggunakan dasar peraturan
perundang-undangan mengenai keterbukaan
Informasi Publik; dan/atau

b. PPID Kementerian Keuangan,

dan Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

belum didokumentasikan oleh PPID Tingkat III, PPID
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Tingkat III meneruskan Permintaan Informasi Publik
kepada PPID Kementerian Keuangan dilengkapi dengan
penjelasan, serta ditembuskan kepada PPID Tingkat I dan
PPID Tingkat II secara berjenjang.
(5) Dalam hal PPID Tingkat III menerima Permintaan
Informasi Publik yang ditujukan kepada:
a. unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi madya dengan menggunakan dasar
peraturan

perundang-undangan mengenai

pejabat eselon pratama,

eselon

pejabat jabat administrator, dan

at pengawas di lingkungan
n I/unit yang dipimpin
nggi
peraturan perundang-

madya, dengan

penai keterbukaan Informasi Publik,

PPID Tingkat III meneruskan Permintaan

masi Publik kepada PPID Tingkat I dilengkapi

an Informasi Publik yang diminta dan ditembuskan
pada PPID Tingkat II secara berjenjang.

Dalam hal PPID Tingkat III menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi madya dengan menggunakan dasar
peraturan perundang-undangan mengenai
keterbukaan Informasi Publik;

b. pejabat eselon l.a/pejabat pimpinan tinggi madya
dengan menggunakan dasar peraturan perundang-

undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;
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c. PPID Tingkat [; dan

d. pejabat eselon Il.a/pejabat pimpinan tinggi pratama,
pejabat eselon Ill.a/pejabat administrator, dan
pejabat eselon IV.a/pejabat pengawas di lingkungan
kantor pusat pada unit eselon [/unit yang dipimpin
oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dengan
menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik,

dalam unit eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat

pimpinan tinggi madya yang sa an Informasi Publik
atau belum
I, PPID Tingkat III

kepada PPID

yang diminta belum

didokumentasikan oleh P

meneruskan Permint nformasi P
Tingkat I dilengka
kepada PPID Tingk

Dalam hal

gan penjelasan d itembuskan

a. eselon II/unit yang
pinan tinggi pratama
dasar peraturan perundang-
penai keterbukaan Informasi Publik;

si vertikal setingkat eselon II/unit
oleh pejabat pimpinan tinggi pratama
gan menggunakan dasar peraturan perundang-
an mengenai keterbukaan Informasi Publik;
PPID Tingkat II; dan

pejabat eselon Ill.a/pejabat administrator dan
pejabat eselon IV.a/pejabat pengawas di lingkungan
instansi vertikal setingkat eselon II/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama,
dengan menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik,
dalam instansi vertikal setingkat eselon II/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang
sama dan Informasi Publik yang diminta dikuasai atau
didokumentasikan oleh PPID Tingkat III, PPID Tingkat III

meneruskan Permintaan Informasi Publik kepada PPID
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Tingkat II secara berjenjang dilengkapi dengan Informasi

Publik yang diminta.

(8) Dalam hal PPID Tingkat III menerima Permintaan

Informasi Publik yang ditujukan kepada:

a. instansi vertikal setingkat eselon II/unit yang
dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi pratama
dengan menggunakan dasar peraturan perundang-
undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik;

b. pimpinan instansi vertikal setingkat eselon II/unit

yang dipimpin oleh pejabat inan tinggi pratama

dengan menggunakan eraturan perundang-

undangan mengenai K nformasi Publik;

d. pejabat esel . j dan

kat eselon II/unit yang

impinan tinggi pratama,

entasikan oleh PPID Tingkat III, PPID

IIl meneruskan Permintaan Informasi Publik

Bagian Kelima

*nerusan Permintaan Informasi Publik Tidak Sesuai Tujuan

Pasal 46
Dalam hal PPID Kementerian Keuangan atau PPID Pelaksana
yang menerima Permintaan Informasi Publik bukan
merupakan PPID atau unit yang dituju, PPID Kementerian
Keuangan atau PPID Pelaksana yang menerima Permintaan

Informasi Publik dapat meneruskan Permintaan Informasi
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Publik kepada PPID Kementerian Keuangan atau PPID

Pelaksana lain yang sesuai melalui Sistem Informasi PPID.

BAB VII
BANTUAN KEDINASAN

Pasal 47
(1) Kementerian Keuangan selaku badan publik dapat

memberikan bantuan kedinasan ,di bidang layanan

Informasi Publik.
(2) Dalam memberikan bantu inasan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1 nterian Keuangan

ana dimaksud pada ayat (1)
n ketentuan peraturan

enai administrasi

BAB VIII
ORMASI PUBLIK DAN MAKLUMAT
AN INFORMASI PUBLIK

Pasal 48
)ydar pelayanan Informasi Publik disusun dan
apkan oleh PPID Kementerian Keuangan sesuai
cngan  ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai keterbukaan Informasi Publik.
(2) Standar pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berisi:
a. dasar hukum;

b. sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan;

c. jangka waktu penyelesaian;

e

biaya/tarif;
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e. jaminan pelayanan yang memberikan kepastian
pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar
pelayanan; dan

f.  evaluasi kinerja Petugas Pelayanan Informasi.

(3) Standar pelayanan Informasi Publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai pedoman bagi

PPID Kementerian Keuangan dan PPID Pelaksana dalam

melaksanakan pelayanan Informasi Publik.

Pasal 49

(1) PPID Kementerian Keuan au PPID Pelaksana

(2) asi Publik sebagaimana
merupakan pernyataan

Keuangan atau PPID

sebagaimana dimaksud pada ayat
ketentuan sebagai berikut:

bahasa Indonesia yang baik dan

h dipahami; dan

mempertimbangkan penggunaan bahasa yang

digunakan penduduk setempat.

aklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3) diumumkan melalui:

a. papan pengumuman;

b. situs web Kementerian Keuangan, situs web PPID
Kementerian Keuangan, dan/atau situs web unit
eselon I/unit yang dipimpin oleh pejabat pimpinan
tinggi madya dan unit organisasi non eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri;
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c. media sosial Kementerian Keuangan, media sosial
PPID Kementerian Keuangan, dan/atau media sosial
unit eselon [/unit yang dipimpin oleh pejabat
pimpinan tinggi madya dan unit organisasi non
eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri; dan/atau

d. aplikasi berbasis Teknologi Informasi.

(5) Pengumuman  maklumat pelayanan  sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan

memperhatikan aksesibiltas bagi andang Disabilitas.
(6) Pengumuman  maklumat anan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan

audio, visual, dan/at

terian Keuangan atau Atasan PPID
rat kuasa dapat memberikan kuasa
PPID Keme 1an Keuangan;
2D Pelaksana;
dan/atau pegawai pada unit pemilik
Informasi Publik yang diminta;
pejabat dan/atau pegawai pada unit yang memiliki
tugas dan fungsi memberikan advokasi
hukum/menangani permasalahan
hukum /peraturan perundang-undangan pada
masing-masing unit eselon I/unit yang dipimpin oleh
pejabat pimpinan tinggi madya;

e. pejabat dan/atau pegawai pada unit di lingkungan
Sekretariat Jenderal yang memiliki tugas dan fungsi
memberikan advokasi hukum; dan/atau

f. pegawai lainnya yang bertugas sebagai Petugas

Pelayanan Informasi,
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untuk mewakili Atasan PPID Kementerian Keuangan atau
Atasan PPID Pelaksana dalam menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik pada Komisi Informasi Pusat.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
ditandatangani oleh pejabat eselon II yang ditunjuk
sebagai PPID Kementerian Keuangan untuk dan atas
nama Atasan PPID Kementerian Keuangan.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

ditandatangani oleh pejabat eselon II atau pejabat eselon

IIT yang ditunjuk sebagai PPID P ana untuk dan atas
nama Atasan PPID Pelaksan

PPID Kementerian Keua' PPID Pelaksana

paikan laporan hasil pelaksanaan

an surat kuasa yang dilakukan oleh

BAB X
ODRAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 51

poran layanan Informasi Publik terdiri atas:

a. laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat III;

b. laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat II;

c. laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat I;
dan

d. laporan layanan Informasi Publik PPID Kementerian
Keuangan.

Laporan layanan Informasi Publik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
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gambaran umum kebijakan pelayanan Informasi
Publik;

gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi

Publik, diantaranya:

1.

sarana dan prasarana pelayanan Informasi
Publik yang dimiliki beserta kondisinya;

sumber daya manusia yang menangani
pelayanan Informasi Publik beserta

kualifikasinya; dan

anggaran pelayanan rmasi Publik dan

laporan penggunaa

Informasi Publik yang
gian atau seluruhnya;
formasi Publik yang
hukum Pemohon; dan
intaan Informasi Publik;
ian keberatan, meliputi:
peratan yang diterima; dan

tanggapan atas keberatan yang diberikan dan

claksanaannya;

rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik,

meliputi:

1.

jumlah permohonan penyelesaian Sengketa
Informasi Publik ke Komisi Informasi;

hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi
Komisi Informasi dan pelaksanaannya,;

jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan
tata usaha negara; dan

hasil putusan pengadilan tata usaha negara

dan pelaksanaannya;

kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan

layanan Informasi Publik; dan
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g. rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk
meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
Data yang dilaporkan pada laporan layanan Informasi
Publik meliputi data Permintaan Informasi Publik,
keberatan, dan Sengketa Informasi Publik, yang telah
selesai ditanggapi atau dilaksanakan sampai dengan

tanggal 31 Desember pada tahun laporan.

Pasal 52

Laporan layanan Informasi PPID Tingkat III

sebagaimana dimaksud dala 1 51 ayat (1) huruf a,

tnya dalam

Publik PPID Tingkat II
Pasal 51 ayat (1) huruf b,

Publik PPID Tingkat I

caimana di

O

<sud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c,
aikan kepada PPID Kementerian Keuangan dan
D Pelaksana, paling lambat pada akhir bulan
uari setiap tahun berjalan atau hari kerja berikutnya
m hal akhir bulan Februari merupakan hari libur.
poran layanan Informasi Publik PPID Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
(1) huruf d, disampaikan kepada Atasan PPID
Kementerian Keuangan, paling lambat pada tanggal 15
Maret setiap tahun berjalan atau hari kerja berikutnya
dalam hal tanggal 15 Maret merupakan hari libur.

Atasan PPID Kementerian Keuangan menyampaikan
laporan layanan Informasi Publik PPID Kementerian

Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat
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(1) huruf d kepada Menteri paling lama 3 (tiga) bulan

setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53
Permintaan Informasi Publik dan penyelesaian Sengketa

Informasi Publik yang sedang berproses dilaksanakan

Menteri Nomor
129/PMK.01/2019 tentang Pe

Publik oleh Pejabat Pengelola

berdasarkan Peraturan euangan

Layanan Informasi
dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan

Perangkat jabat Pengelola

Informasi dan Dokume Kementerian Keua

nteri Keuangan ini mulai berlaku,
angan Nomor 129/PMK.01/2019
n Informasi Publik oleh Pejabat
Y Dokumentasi Kementerian Keuangan

at Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Pasal 55
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK A
REPUBLIK INDONESIA

BER EGARA RERUBLIK ONESIA TAHUN 2022 NOMOR ...



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ...../PMK.01/2022

TENTANG

PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PEN
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

A. CONTOH FORMAT LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJI KUENSI

Pada hari ini, ...... tanggal ...... bulan ...... tahun ...... atdi ...... ilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi
Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini.

Informasi Dasar Hu ensi/Peftimbangan Bagi Publik Jangka Waktu
(berisi informasi aian konsekuensi/pertimbangannya) (disebutkan jangka
tertentu yang akan ka Ditutup waktunya)
dikecualikan)
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No. Nama Jabatan Kerja Tanda Tangan

1.

2

3. dst

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan h ketelitian.
Menyetujui

anda Tangan dan Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Atasan PPID Kementerian Keuangan)




B. CONTOH FORMAT FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK (jangan bold ya ri)

Nama

Alamat

Pekerjaan

Nomor Telepon/E-mail

Nomor Induk Kependudukan

Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi

Bersama ini kami lampirkan**

Cara Memperoleh Informasi***

Cara Mendapatkan Salinan Informasi*** : 1.|:|

No. Pendaftaran (diisi petugas)*: ..............coocoeeinni.

Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia dari
Kementerian yang berwenang nomor

1 D Melihat/membaca/mendengarkan /mencatat****
Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/ softcopy)****
Mengambil langsung

Kurir

3.|:| Pos

4[] Faksimili
SD E-mail
... (tempat).....cccoeeeunneen [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Pelayanan Informasi

Pemohon Informasi Publik

(Penerima Permintaan Informasi Publik)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

Nama dan tanda tangan

*

*%

*kKk

*kkk

Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik.
Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
Pilih salah satu dengan memberi tanda ™).

Coret yang tidak perlu.”



https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan
https://id.wikipedia.org/wiki/Nomor_Induk_Kependudukan
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Di balik Formulir Permintaan Informasi Publik
dicetak informasi berikut:

Hak-hak Pemohon Informasi Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

l. Pemohon informasi publik berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di
Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon
informasi publik dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Menganggu
kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari
persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional,
Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang
bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseozang; Mengungkap rahasia
pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik intra Badan Publik yang
menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan K nformasi atau Pengadilan;
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarka undang. (b) Badan Publik

juga dapat tidak memberikan informasi yang belu didokumentasikan.
I PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI P I PUBLIK BERUPA
NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS PEL ila tanda bukti

1. Pemohon informasi publik berhak mendapatk itahuan tertulis tentang diterima

sejak diterimanya permintaan 1 i dan Publik. Badan Publik dapat
memperpanjang waktu untuk ] 1 x 7 hari kerja, dalam hal:

apakah informasi ya i ( a0 dikecualikan atau tidak.

atas salinan informasi berdasarkan surat
ah (diisi sesuai dengan surat keputusan

keberatan yang diajukan pemohon informasi publik selambat-
h) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan

VI. Apabila pemo ormasi publik tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka
pemohon inform@si publik dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Komisi
Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan
atasan PPID oleh pemohon informasi publik.

Keterangan:

Format di atas adalah contoh format formulir permintaan informasi publik. PPID
Kementerian Keuangan dan/atau PPID Pelaksana dapat mengembangkan
format tersebut sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang
terdapat pada contoh format di atas.



C.

CONTOH FORMAT REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]
... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-mail]

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK
Periode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]

20 25

27

9 10 | 11 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 21 | 22 | 23 | 24 254

20a | 20b 25b

26

27a

27b

Keterangan:

1. Nomor

2. Nomor Pendaftaran

3. Jam Permintaan Masuk

4. Tanggal Permintaan Masuk
5.  Penerusan/Diterima Langsung
6. Jatuh Tempo (10 HK/17 HK)
7. Nama Pemohon

8. NIK

9. Jenis Pemohon

10. Alamat

11. Nomor Kontak

12. Email

13. Pekerjaan

14. Informasi yang diminta

15. Jalur Permintaan

16. Tujuan Penggunaan Informasi
17. Status Informasi

18. Instansi

19. Bentuk Informasi

20. Jenis Permohonan

diisi dengan nomor urut.
diisi dengan nomor pendaftaran p
diisi dengan jam permintaan Infor

diisi dengan
diisi dengan

asi Publik diterima melalui penerusan atau diterima langsung.
Jari Kerja dan 17 Hari Kerja.

arga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia).

ohon untuk memudahkan pengiriman informasi yang diminta.
(nomor telepon/faksimili/telepon seluler) Pemohon.

emohon.

diisi denga an Kerja yang menguasai informasi yang dimohonkan.
diisi dengan m€mberi keterangan "Naskah Cetak (Hardcopy)" atau "Naskah Elektronik (Softcopy)".
diisi dengan pilihan Pemohon ingin melihat/mengetahui atau mendapatkan salinan informasi.




20a. Melihat/Mengetahui
20b. Meminta Salinan

21. Keputusan PPID

22. Alasan Penolakan atau Alasan
tidak diberikan

23. Nomor Surat Perpanjangan Waktu

24. Tanggal Surat Perpanjangan
Waktu

25. Hari dan Tanggal
25a. Pemberitahuan Tertulis
25b. Pemberian Informasi

26. Lama Waktu Penyampaian
Pemberitahuan Tertulis dan
Pemberian Informasi (Hari Kerja)

27. Biaya dan Cara Pembayaran
27a. Biaya
27b. Cara

Keterangan:

Format di atas adalah contoh format Regis
dapat mengembangkan format tersebut sesua
di atas.
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diisi dengan memberikan tanda (v) dalam hal Pemohon ingin melihat/mengetahui informasi.
diisi dengan memberikan tanda (v') dalam hal Pemohon ingin meminta salinan informasi.

diisi dengan isi keputusan PPID Kementerian Keuangan/Pe

Informasi Publik.

diisi dengan alasan penolakan atau tidak diberikannya i

diisi dengan Nomor Surat Perpanjangan Waktu.
diisi dengan tanggal Surat Perpanjangan Waktu.

diisi dengan hari dan tanggal penyampai

diisi dengan biaya yang dibutuhk
diisi dengan cara pembayaran ya

at PPID dalam pemberitahuan tertulis terhadap permintaan

si yang diminta.

beritahuan tertulis.

i Publik. PPID Kementerian Keuangan dan/atau PPID Pelaksana

g kurang memuat informasi yang terdapat pada contoh format



D. FORMAT NOMOR PENDAFTARAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

REG-../PPID.KK/
I

Tulisan REG

Tanda Penghubung

Nomor Urut Permintaan Informasi Publik

Garis Miring

Tulisan PPID

Tanda Baca Titi

Contoh: REG-1/PPID.KK /2022

2. PEJABAT PENGELOLA INFO

REG-../PPID.xx(*)/

——

.....

t Permintaan Informasi Publik

Garis Miring

Tulisan PPID
anda Baca Titik

Kode Unit Organisasi

>

Garis Miring

Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)

PID.AG /2022
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3. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TINGKAT II

REG-../PPID.xx(*)/.....

| Tulisan REG

Tanda Penghubung

Nomor Urut Permintaan Informasi Publik

Garis Miring
Tulisan PPID
Tanda Baca Titik

Kode Naskah Dinas Unit Organisasi

Garis Miring
— > Tahun Berj

(empat) digit angka)
Contoh: REG-1/PPID.WBC.02/2022

4. PEJABAT PENGELOLA INFORMA SI TINGKAT I1I

REG-../PPID.xx(*)/.....
I

Tanda Baca Titik

Kode Naskah Dinas Unit Organisasi

aris Miring
Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)
.WBC.01/KPP.MP.01/2022

2. Kode Naskah Dinas Unit Organisasi diisi sesuai dengan penomoran
dan pemberian kode naskah dinas pada masing-masing unit

organisasi.
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E. CONTOH FORMAT SURAT KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN
INFORMASI PUBLIK

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

SURAT PPID TENTANG KETIDAKLENGKAPAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran:*

Nama

Alamat

Nomor Telp/Email

Rincian Informasi yang dibutuhkan

Bahwa berdasarkan peg

ersebut paling lama 3 (tiga) hari sejak surat

ormasi publik diterima.

[cereeiiiens (Tempat), ..ocoevvenennnnen. (tanggal, bulan, dan tahun)]

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Nama & Tanda Tangan

Keterangan:
* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran Permintaan Informasi Publik.
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F. CONTOH FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PERMINTAAN INFORMASI
PUBLIK TIDAK DITINDAKLANJUTI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Tanggal Surat ...
Sifat

Lampiran :

Hal

Yth. Sdr. ......

Berkenaan dengan permintaan Informasi Publik yan
diregistrasi dengan nomor pendaftaran ...*, bersama ini k
berikut.

1. Atas permintaan Informasi Publik tersebut telah
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian
Permintaan Informasi Publik tertanggal ...** yan
pada tanggal ...**.

2. Berhubung dalam jangka waktu paling lam
lengkap diterima Pemohon Informasi Pu i , idak menerima

dara ajukan dan telah
mukakan hal-hal sebagai

surat Pejabat Pengelola
tang Ketidaklengkapan
i surat elektronik ...***

3. Dalam hal Saudara masih memerlukan Infor i ik sebagaimana dimaksud dalam
silakan untuk mengajukan kembali
permintaan Informasi Publik de kap, melalui kanal yang tersedia
sebagai berikut:
a. aplikasi web e-PPID Kementeria : id.kemenkeu.go.id /in/home)
[ dahulu;

dan Appstore), melalui menu

Nama & Tanda Tangan

Keterange

C y laftaran Permintaan Informasi Publik.

w* Diisi de at PPID tentang ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
tang ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik sebaiknya
Permintaan Informasi Publik diterima).

***  Diisi dengan s elektronik yang digunakan sebagai kanal komunikasi dengan Pemohon
Informasi Publik (diutamakan pengiriman surat PPID tentang ketidaklengkapan
Permintaan Informasi Publik menggunakan surat elektronik).

Diisi dengan tanggal diterimanya surat PPID tentang ketidaklengkapan Permintaan
Informasi Publik oleh Pemohon Informasi Publik (dalam hal pengiriman surat PPID tentang
ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik menggunakan surat elektronik, tanggal
diterimanya surat PPID tentang ketidaklengkapan Permintaan Informasi Publik
merupakan tanggal terkirimnya surat elektronik).

X

Keterangan:

Format di atas adalah contoh format Pemberitahuan Tertulis. PPID Kementerian
Keuangan dan/atau PPID Pelaksana dapat mengembangkan format tersebut
sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada
contoh format di atas.
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G. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN TERTULIS

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permintaaan informasi publik pada tanggal .... bulan .... tahun .... dengan nomor
pendaftaran* ...., Kami menyampaikan kepada Saudara/i:

Nama P TP PPN
Alamat £ PP PPN
No. Telp/Email PP P PPN

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi Dapat Diberikan

No. Hal-Hal terkait Informasi
Publik
1. | Penguasaan Informasi
Publik**

2. | Bentuk fisik yang tersedia**

3. | Biaya yang dibutuhkan***

OjOgojocgooao

Lain-lain
Jumlah

4. | Waktu Penyediaan

5. | Penjelasan penghitaman/pengabt
perlu)

masi yang on**** (tambahkan kertas bila

B. Informasi tidak dapat dib

O Informasi yang dimin
O Informasi yang dimi
Penyediaan informas

Keterangan:

* iisi por pendaftaran pada formulir permintaan informasi publik.
*%

il opi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos) sesuai

dengan standa ang telah ditetapkan.
%k Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.
***¥%  Diisi dengan keterangan waktu untuk menyediakan informasi yang diminta.

Biaya penya

Keterangan:

Format di atas adalah contoh format Pemberitahuan Tertulis. PPID Kementerian
Keuangan dan/atau PPID Pelaksana dapat mengembangkan format tersebut
sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada
contoh format di atas.



-76 -

H. CONTOH FORMAT FORMULIR KEBERATAN

[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Pendaftaran Keberatan : (diisi petugas)*
Nomor Pendaftaran Permintaan
Informasi Publik
Tujuan Penggunaan Informasi
Identitas Pemohon

Nama

Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon

Nomor Induk Kependudukan
Bersama ini kami lampirkan** . Salinan bukti pengesahan status badan hukum Indonesia
dari Kementerian yang berwenang nomor

Identitas Kuasa Pemohon ***
Nama
Alamat

Nomor Telepon
Nomor Induk Kependudukan

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN****

Permintaan informasi ditolak.

Informasi berkala tidak disediakan

Permintaan informasi tidak ditanggapi

Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
Permintaan informasi tidak dipenuhi

Biaya yang dikenakan tidak wajar

Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

@m0 o

C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAN DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun],
[diisi oleh petugas]*****

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan
terimakasih.

.......................... (tempat), .....cceevevenennen....[tanggal], [bulan], [tahun] ******

Mengetahui, ***##** Pengaju Keberatan
Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Keberatan)

Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda Tangan
Keterangan:
* Nomor pendaftaran keberatan diisi berdasarkan register keberatan.
i Diisi oleh Pemohon Informasi Publik Badan Hukum Indonesia.
ok Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa.
Fkkx Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang
diajukan.
ko Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam UU KIP.

Frdkkk Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap
sesuai dengan register keberatan.

Fekkkkx  Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga ditandatangani oleh petugas
yang menerima pengajuan keberatan.
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Keterangan:

Format di atas adalah contoh format Formulir Keberatan. PPID Kementerian
Keuangan dan/atau PPID Pelaksana dapat mengembangkan format tersebut
sesuai kebutuhan namun paling kurang memuat informasi yang terdapat pada
contoh format di atas.




L.
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FORMAT NOMOR PENDAFTARAN KEBERATAN

1. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KEUANGAN

KEB-../PPID.KK/.....

Tulisan KEB

Tanda Penghubung

Nomor Urut Keberatan

Garis Miring

Tulisan PPID

Contoh: KEB-1/PPID.KK/2022

2. PEJABAT PENGELOLA INFORM KUMENTASI TINGKAT I

KEB-../PPID.xx(*)/....!

Nomor Urut Keberatan

Garis Miring
ulisan PPID
Tanda Baca Titik

Kode Unit Organisasi

Garis Miring

——> Tahun Berjalan (4 (empat) digit angka)

Con PPID.KN /2022

Keterangan:
Kode Unit Organisasi diisi sesuai dengan kode unit organisasi sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman tata naskah

dinas di lingkungan Kementerian Keuangan.
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J. CONTOH FORMAT REGISTER KEBERATAN

... [Nama Satuan Kerja Kewenangan PPID]
... [alamat, nomor telepon, faksimili, e-mail]

REGISTER KEBERATAN
Periode: Januari-Desember ... [diisi dengan tahun]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

Keterangan:
1. Nomor : diisi dengan nomor urut.
2. Nomor Pendaftaran Keberatan : diisi dengan nomor pendaftaran
3. Jalur Pengajuan Keberatan : diisi dengan jalurseb atang langsung, surat, faksimile, atau laman PPID).
4. Unit Penguasa Informasi : diisi dengan
5. Tanggal Pengajuan Keberatan : diisi dengag
6. Jatuh Tempo Pemberian Tanggapan : diisi deng j an tanggapan keberatan.
Keberatan
7. Nomor Pendaftaran  Permintaan r permintaan informasi publik. Dalam hal keberatan karena alasan informasi yang
Informasi Publik olom ini tidak perlu diisi.
8. Tanggal Permintaan Informasi Publik informasi publik.
9. Tanggal Pengiriman Pemberitahuan
Tertulis
10. Nama Pemohon
11. NIK dliisi ependudukan Pemohon.
12 Alamat : i
13. Nomor Kontak : pntak (nomor telepon/faksimili/telepon seluler/email) Pemohon.

14. Pekerjaan
15. Informasi yang diminta
16. Tujuan Penggunaan Informasi diisi denga an/alasan permintaan dan penggunaan informasi.
17. Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal :  diisi dengan memberikan tanda (V) sesuai alasan yang digunakan untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal
35 ayat (1) UU KIP) 35 ayat (1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut.
a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP.




18. Keputusan Atasan PPID

19. Hari/Tanggal Pemberian Tanggapan
atas Keberatan

20. Lama Waktu Penyampaian

21. Tanggapan Keberatan Atasan PPID
(Hari Kerja)

22. Nama dan Jabatan Atasan PPID

22. Tanggapan Pemohon

23. Keputusan Hasil Mediasi/Ajudikasi
Nonlitigasi

24. Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negata atas Gugatan Sengketa
Informasi

Keterangan:

Format di atas adalah contoh format Register Kel
format tersebut sesuai kebutuhan namun pa
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b. Tidak disediakannya informasi berkala.

c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.

d. Permintaan informasi tidak ditanggapi sebagaimana diminta.

e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.

f. Pengenaan biaya yang tidak wajar.

g. Penyampaian informasi yang melebihi jangka wakt diatur dalam UU KIP.

diisi dengan keputusan yang diambil oleh Atasan PP
diisi dengan hari/tanggal pemberian tanggapan at

diisi dengan lama waktu penyampaian tan PPID dalam hari kerja.

diisi dengan nama dan jabatan Pejabat
diisi dengan tanggapan Pemohon atas Kep
diisi dengan tanggal dan isi keputusan hasil
keputusan Atasan PPID.
diisi dengan tanggal dan isi p

judikasi nonlitigasi atas sengketa informasi apabila Pemohon menolak

ha negara atas gugatan sengketa informasi.

ngan dan/atau PPID Pelaksana dapat mengembangkan
rmasi yang terdapat pada contoh format di atas.
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K. CONTOH FORMAT MAKLUMAT PELAYANAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG
TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.”

...... (2),) eeeeeereeeeeeeeeeeeeeeeeenee (3)
...................... (1)
................................. (4)

Keterangan:
(1) Diisi dengan nama unit eselon II/unif ya i i ejabat pimpinan tinggi pratama dan/atau unit eselon III/unit yang

dipimpin oleh pejabat administrata ganisasi PPID Kementerian Keuangan/PPID Pelaksana bertugas;
(2) Diisi sesuai dengan tempat keduduka i
(3) Diisi dengan tanggal peneta
(4) Diisi dengan nama pejab 2 ’ : g menandatangani Maklumat Pelayanan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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SRI MULYANI INDRAWATI




